BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian

Kebijakan ekonomi sangat menentukan perekonomian suatu negara
terutama bagi negara berkembang. Suatu negara membutuhkan penerimaan
dana yang digunakan untuk membiayai seluruh pembangunan dan
pengeluaran untuk kegiatan yang digunakan untuk kemajuan infrastruktur dan
perkembangan suatu negara.

Salah satu sumber penerimaan terbesar negara adalah dari sektor pajak.
Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yaitu
orang pribadi maupun badan kepada negara yang sifatnya memaksa dan
pelaksanannya diatur di dalam undang-undang. Kewajiban pajak tidak
memberikan imbal balik secara langsung, namun dana pajak digunakan oleh
pemerintah untuk kebutuhan negara sehingga manfaatnya bisa dirasakan di
masa mendatang (Soemitro dalam Suminarsasi, 2012).

Karena pelaksanaannya sangat krusial dan menjadi penerimaan terbesar
bagi negara, maka pelaksanaan, pemungutan, dan penyetorannya diatur di
dalam undang-undang agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya.
Selain  itu juga penting adanya transparansi pelaporan ketepatan
pengalokasian pajak. Hal ini bertuyjuan untuk menjunjung keadilan dan
menghindari adanya diskriminasi bagi wajib pajak, karena pajak bersumber
dari warga negara secara keseluruhan. Sehingga dibutuhkan adanya kesamaan

aturan dan transparansi pengalokasian pajak agar warga negara mengetahui



dana pajak digunakan secara tepat atau tidak. Begitu pula yang diterapkan di
Indonesia.

Menurut Dirjen Pajak, Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015,
hingga akhir triwulan 1 mencapai Rp 198.226 triliun atau mencapai 15,32%
dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar
Rp 1.294.258. Realisasi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan yang
cukup signifikan di sektor tertentu namun juga mengalami penurunan di
sektor lainnya jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014.
Pertumbuhan penerimaan pajak ini harus diimbangi dengan maksimalnya hak
yang diterima oleh wajib pajak dan seluruh masyarakat.

Wajib pajak perlu mengetahui bahwa kewajiban pajak yang telah
dilakukannya benar-benar memberikan dampak positif bagi negara, dengan
dana yang dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan negara. Baik
berupa perbaikan infrastruktur  maupun perkembangan daerah-daerah
terpencil bukan hanya di kota besar saja. Karena, ketika pengalokasian pajak
tidak disalurkan dengan tepat, maka hal tersebut dapat memicu timbulnya
berbagai masalah perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak (tax
evasion).

Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan upaya yang digunakan untuk
menghindari kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan
merupakan perbuatan yang tidak sesuai aturan dan melanggar undang-undang

pajak. Misalnya adalah wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang



sebenarnya untuk mengurangi pajak yang dibayarkannya (Siahaan, 2010
dalam Ardyaksa, 2014).

Pelanggaran-pelanggaran pajak ini dilakukan oleh wajib pajak karena
pajak dianggap biaya oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak melakukan
beberapa cara untuk menurunkan pajak yang dibayarkannya. Penurunan biaya
pajak oleh wajib pajak yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang dan
merugikan negara termasuk ke dalam tindakan penggelapan pajak. Hal ini
semakin kuat dilakukan wajib pajak apabila kewajiban pajak yang dilakukan
tidak seimbang dengan pengalokasian dana pajak untuk kepentingan negara
oleh pemerintah.

Pajak yang dianggap sebagai biaya menjadikan wajib pajak melakukan
tindakan pengurangan biaya pajak dengan berbagai cara. Terdapat beberapa
pihak yang berusaha melakukan tindakan menyimpang aturan perpajakan
yang mengarah kepada penggelapan pajak.Tercatat beberapa contoh kasus
penggelapan pajak, antara lain kasus penggelapan pajak oleh PT Asian Agri
Group, salah satu perusahaan penghasil minyak sawit mentah terbesar di
Asia.

Selain itu, pada tahun 2013, Penyidik di Kanwil Dirjen Pajak Riau dan
Kepulauan Riau, menjemput paksa tersangka kasus pengelapan pajak di
Pekanbaru Riau. Tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh tersangka,
Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat elektronik,
adalah sangkaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi isinya

tidak benar, yaitu dengan cara melaporkan omset yang tidak sesuai dengan



keadaan yang sebenarnya untuk Tahun Pajak 2005 s.d. 2008. Atas
perbuatannya tersebut, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp 5
miliar.

Kemudian pada tahun 2015, Kanwil Dirjen Pajak Jawa Barat melakukan
penangkapan terhadap DS, Direktur CV. TC di Bandung, yang bergerak di
bidang usaha perdagagan pupuk non subsidi, yang diduga melanggar
ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf ¢ UU KUP, yaitu tidak melaporkan SPT
Masa PPN dan pasal 39 ayat (1) huruf | UU KUP, vaitu tidak menyetorkan
PPN vyang telah dia pungut dari pembeli pupuk. Atas perbuatannya tersebut
Negara dirugikan sebesar 5 miliar (www.pajak.go.id).

Atas dasar beberapa kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia
tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Menurut Suminarsasi
(2012), terdapat beberapa faktor yang memengaruhi etika penggelapan pajak.
Penelitian  tersebut menggunakan faktor antara lain, keadilan, sistem
perpajakan, dan diskriminasi sebagai faktor yang memengaruhi etika
penggelapan pajak.

Hasil penelitian  Suminarsasi  (2012) menunjukkan bahwa, sistem
perpajakan  berpengarun  positif terhadap etika penggelapan  pajak,
diskriminasi  berpengarun  negatif terhadap etika penggelapan pajak.
Sedangkan keadilan, tidak terbukti berpengaruh pada etika penggelapan
pajak. Namun, pada penelitian Handyani M (2014) keadilan dan sistem

perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Semakin



tidak adilnya perlakuan terhadap wajib pajak dan semakin buruknya sistem
perpajakan yang ada, maka penggelapan pajak dianggap sebagai perbuatan
yang etis untuk dilakukan, sehingga semakin tinggi pula kemungkinan adanya
penggelapan pajak. Sedangkan diskriminasi berpengaruh negatif terhadap
penggelapan pajak.

Faktor lain yang diprediksi dapat mempengaruhi penggelapan pajak
adalah ketepatan pengalokasian (Ardyaksa, 2014), serta etika uang (money
ethic) (Lau et al., 2013; Basri, 2014). Hasil penelitian Ardyaksa (2014)
menunjukkan bahwa ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap
penggelapan pajak.

Menurut Lau et al. (2013), etika uang berhubungan positif dengan etika
penggelapan pajak. Semakin tinggi etika uang maka penggelapan pajak
dianggap perbuatan yang etis untuk dilakukan, sehingga kemungkinan
terjadinya penggelapan pajak pajak menjadi tinggi. Penelitian ini diperkuat
dengan hasil penelitian Basri (2014) yang menyatakan bahwa etika uang
berpengaruh secara positif ternadap etika penggelapan pajak. Semakin tinggi
etika uang menunjukkan tingkat cinta uang yang tinggi maka etika seseorang
semakin rendah dan menyebabkan adanya tindakan penggelapan pajak.

Penelitian ini  merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh  Suminarsasi (2012), vyaitu pengarun keadilan, sistem
perpajakan, dan diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak. Namun,

kontribusi pengaruh ketiga faktor tersebut masih terlalu kecil. Oleh sebab itu,



peneliti  bermaksud menambahkan faktor lain yang diperkirakan dapat
mempengaruhi etika penggelapan pajak.

Penelitian ini menambahkan variabel independen lain yaitu ketepatan
pengalokasian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014), dan variabel etika uang
(Basri, 2014). Responden yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi
yang memiliki usaha kecil menengah yang berada di wilayah Kabupaten
Sleman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi etika penggelapan pajak dengan
judul  penelitian, “FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH

TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)”.

Batasan Masalah Penelitian

1. Penelitian ini  hanya menganalisis melalui variabel keadilan, sistem
perpajakan, diskriminasi, ketepatan pengalokasian, dan etika uang.

2. Sampel penelitian tidak dalam jumlah yang besar dan masih kurang dari
100 responden saja.

3. Lingkup penelitian hanya pada satu wilayah saja yaitu Kabupaten Sleman.

Rumusan Masalah
1. Apakah keadilan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan

pajak?



3. Apakah diskriminasi berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan
pajak?

4. Apakah  ketepatan  pengalokasian  berpengaruh  negatif  terhadap
penggelapan pajak?

5. Apakah etika uang berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak?

D. Tujuan Penelitian
1. Untuk menguji pengaruh keadilan terhadap etika penggelapan pajak.
2. Untuk menguji pengaruh sistem perpajakan terhadap etika penggelapan
pajak.
3. Untuk menguji pengaruh diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak.
4. Untuk menguji pengaruh  ketepatan pengalokasian terhadap etika
penggelapan pajak.

5. Untuk menguji pengaruh etika uang terhadap etika penggelapan pajak.

E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat praktis
Penelitian ini  diharapkan dapat memberikan gambaran bagi
pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan faktor-
faktor yang dapat menyebabkan wajib pajak melakukan tindakan
penggelapan pajak. Terutama dari sisi kebijakan dan regulasi yang

dibuat agar tidak menyebabkan ketidakadilan dan timbulnya tindakan



penggelapan pajak yang dampaknya dapat mengurangi pendapatan
negara dari sektor pajak.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
bagi wajib pajak agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan
manajemen pajak agar tidak digolongkan dalam penggelapan pajak
serta masukan bagi wajib pajak agar melaksanakan kewajiban

pajaknya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru
atau wawasan tambahan bagi para akademisi untuk dapat memahami
beberapa faktor yang memengaruhi etika penggelapan pajak.
Penelitian ini  juga diharapkan dapat menambah masukan dan
pelengkap bagi penelitian terdahulu serta menjadi literature review

dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.



